AQUIPMENT  LEASING  AGREEMENT


Kasus Onverschuldidge Betaaling








KASUS POSISI





º	Tahun 1984 WT Wijono mengganti nama perusahaan dari PT. Tri Kencana Reed (PT. TKR) menjadi PT. Tri Kencana Reed Industri (PT. TKRI).  Perusahaan itu tidak hanya pada pergantian nama.  Wijono juga berusaha memperbesar kapasitas produksi perusahaannya dengan menyewa beli mesin-mesin sisir seharga Rp. 15.000.000 pada PT. Orient Bina Usaha Leasing (PT. OBUL) di Jakarta.





º	Selain menyewa - beli leasing mesin sisir, Wijono juga mengambil alih seperangkat peralatan dari Engkus Hidayat, yang adalah Dirut PT. Indomates Sempurna (PT. IMS) yang menyewa beli alat-alat yang dialihkannya pada Wijono itu dari PT. OBUL yang tercantum pada lease agreement (LA) No. 84 491 tertanggal 20/3/84 dari PT. OBUL.  Sewa beli mesin sisir itu tercantum pula dalam LA tersebut.  Wijono berjanji melunasi angsuran seperangkat mesin yang diterimanya dari Engkus, sesuai dengan kemampuan perusahaannya.





º	Pengalihan kredit atas nama PT. IMS kepada Wijono tercantum pada surat pernyataan tertanggal 19/12/84.  Surat pernyataan itu juga memuat memperbaharui jumlah dan masa kreditnya.





º	Bisa jadi karena perusahaan yang dipimpinnya berkembang baik maka Wijono membayar tagihan demi tagihan kepada PT. OBUL.  Setelah membayar hingga mencapai jumlah Rp. 61.393.500, akhirnya Wijono menganggap bahan pembayaran kepada PT. OBUL tersebut adalah bukan kewajibannya dengan alasan surat pernyataan 19 Desember 1984 yang berisi kesediaan Wijono mengambil alih kredit atas nama “PT. INDOMATEX SEMPURNA” (Engkus), tidak pernah disetujui oleh PT. OBUL.  Sehingga pengalihan kredit dari Engkus kepada Wijono dianggap tidak pernah terjadi.  Karena itu pembayaran Rp. 61.393.500 kepada PT. OBUL dianggap sebagai pembayaran tanpa ada kewajiban, pasal 1359 jo 1360 BW “ONVERSCHULDIGDE BETAALING”.





º	Atas kekhilafan pembayaran ini, Wijono minta kepada PT. OBUL untuk membayarkan kembali uang tersebut namun ditolak dengan alasan bahwa uang yang dibayarkan oleh Wijono diterima langsung oleh Isao Furukawa, Presdir Waco, Ltd yang berkantor di Osaka, Jepang sedangkan PT. OBUL sama sekali tidak pernah menikmati uang pembayaran dari Wijono tersebut.





º	Oleh karena usaha damai yang ditempuh tidak berhasil mengembalikan uangnya, maka Wijono menggugat PT. OBUL dan Engkus Hidayat, mantan Dirut PT. IMS sekaligus “Turut Tergugat”, Pengadilan Negeri Bandung di mohon memberi putusan:





	1.	Menyatakan sita jaminan sah dan berharga.


	2.	Menyatakan Penggugat telah salah/keliru melakukan pembayaran pada Tergugat sejumlah Rp. 61.393.500.


	3.	Menghukum Tergugat untuk membayar tunai pada Penggugat sejumlah uang Rp. 61.393.500 ditambah ganti rugi 2%/bulan sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan. 


	4.	Menyatakan batal surat pernyataan Penggugat tanggal 19/12/1984 batal demi hukum setidaknya tidak mempunyai gugatan hukum.


	5.	Menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu.





º	Tergugat P.T. OBUL mengajukan “Gugatan Balik” yang gugatannya pada pokoknya sama dengan petitum gugatan pada perkara no. 275/85/PN.Bandung untuk kasus yang sama.  Petitum gugatan dalam rekonpensi tersebut adalah sebagai berikut:





	Primair


	1.	Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk keseluruhannya.


	2.	Menyatakan sah dan berharga Equipment Lease Agreement No. 84-491 tertanggal 20 Maret 1984 berikut lampirannya tersebut.


	3.	Menyatakan barang-barang perlengkapan berupa:


		a.	5(lima) set mesin sisir,


		b.	1(satu) set mesin sisir Filament,


		c.	1(satu) set Bak alat Resin,


		d.	1(satu) set Mesin Press Kawat Baja (3 unit)


	4.	Menyatakan surat/perjanjian jual beli mesin tertanggal 27 Juni 1984 tersebut tidak sah dan batal.


	5.	Menyatakan sah dan berharap sitaan jaminan tersebut.


	6.	Menyatakan tergugat dalam rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada Penggugat dalam Rekonpensi.


	7.	Menghukum Tergugat dalam rekonpensi dan siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat dalam rekonpensi atas barang-barang sengketa tersebut, untuk menyerahkan barang-barang perlengkapan berupa mesin-mesin tersebut pada butir No. 3 diatas kepada Penggugat dalam keadaan terpelihara dengan baik tanpa beban apapun juga.


		Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat dalam rekonpensi sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat dalam rekonpensi lalai melaksanakan putusan ini, yang dapat ditagih dari hari ke hari (van dag tot dag) dengan memakai kwitansi dari padanya.


	8.	Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonpensi ganti rugi sebesar 5% dari jumlah uang Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut tiap-tiap bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran perkara ini di Pengadilan Negeri Kelas I Bandung sampai Tergugat dalam rekonpensi menyerahkan seluruh barang-barang perlengkapan tersebut pada butir nomor 7 diatas kepada Penggugat dalam Rekonpensi tersebut.


	9.	Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.


	10.	Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.





	SUBSIDAIR


	Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan ex sequo et bono mohon keadilan dan untuk itu Penggugat dalam Rekonpensi memohon:





º	Agar Pengadilan/Hakim karena jabatannya (ambtshalve) menambah gugatan Penggugat dalam Rekonpensi apabila dianggap perlu.





	PENGADILAN NEGERI





º	Hakim pertama yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut:


	


º	Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna. Tergugat mempertanyakan Penggugat apakah dalam perkara ini bertindak sebagai Dirut P.T. IMS.  Untuk kelengkapan gugatan, maka Isao Furukawa harus ditarik sebagai Penggugat.





º	P.T. TKR yang didirikan dengan akte No. 1 telah diubah menjadi P.T. TKRI sesuai dengan akte No. 95 maka sesuai dengan akte tersebut P.T. TKRI sama dengan P.T. TKR.  Dalam perkara ini Penggugat bertindak selaku Dirut P.T. TKR.  Dan yang dimaksud dengan “Turut Tergugat” (Engkus Hidayat) dalam hal ini adalah sebagai Dirut P.T. IMS.   





º	Objek dalam gugatan ini adalah uang Rp. 61.393.500 yang telah diterimakan Penggugat kepada Tergugat (P.T. OBUL).  Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum pada Tergugat, karena yang berkewajiban hukum kepada Tergugat adalah turut Tergugat, sehingga telah tepat bilamana yang digugat hanyalah Tergugat dan turut Tergugat.  Pertimbangan ini dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat. 





º	Dalam pokok perkara, Majelis menilai bahwa pembayaran Penggugat pada Tergugat sebesar Rp. 61.393.500 merupakan pembayaran yang keliru (onverschuldigde betaaling). Karenanya, kekeliruan pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat ini sangat beralasan jika dituntut kembali oleh Penggugat.





º	Tergugat menolak pembayaran Penggugat sebagai onverschuldigde betaaling.  Menurut Tergugat, pembayaran yang dilakukan Penggugat adalah untuk dan atas nama turut Tergugat.  Turut Tergugat mempunyai kewajiban hukum kepada Tergugat Leasing Agreement (LA): No. 84-941 pembayaran Rp. 61.393.500 dari Penggugat, tidak dapat diminta kembali oleh Penggugat dari turut Tergugat.





º	Dari bukti T-1-9, diketahui bahwa yang terikat Equipment LA adalah Tergugat (P.T. OBUL) dengan “Turut Tergugat” (P.T. IMS).  Sehingga yang berkewajiban membayar uang sebesar Rp. 186.675.600 kepada Tergugat adalah “Turut Tergugat”, bukan Penggugat.





º	Dari bukti yang diajukan Tergugat (T.1 s/d T.9) tidak ada menunjukkan adanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat.





º	Bukti P.5 = T.13 tanda pembayaran LA No. 84-491.  Tergugat mendalilkan bahwa “Turut Tergugat” pada Tergugat, sejak tanggal 22/8/85 masih sebesar Rp. 126.691.000, jumlah tersebut merupakan jumlah pokoknya saja, tidak termasuk bunga dan denda.  Sehingga pembayaran yang tercatat dalam bukti P.5 = T.13 oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dihitung oleh Tergugat pembayaran LA.





º	Dengan fakta tersebut, maka pembayaran uang sebesar Rp. 61.393.500 yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat seperti dalam bukti P.5 = T.13 merupakan pembayaran yang bukan menjadi kewajiban Penggugat, oleh karenanya Penggugat berhak menuntut kembali pembayaran uang tersebut, karena bukti P.4 = T.14 mempunyai kekuatan hukum dapat dikabulkan.





º	Penggugat tidak dapat menuntut pengesahan jual beli dalam gugat konpensi.  Majelis akan mempertimbangkan dalam gugat rekonpensi:





	-	Pasal 1360 B.W	“Barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahui telah menerima sesuai yang tak harus dibayarkan padanya, diwajibkan mengembalikan barang orang dari siapa ia telah menerimanya”;


	-	Pasal 1362 B.W	“Siapa yang dengan beriktikad buruk, menerima sesuatu yang tidak harus dibayar kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil terhitung dari hasil pembayaran dan yang demikian itu tidak mengurangi penggatian biaya, rugi dan bunga jika barangnya telah menderita kemerosotan.  Jika barangnya telah musnah meskipun ini terjadi diluar salahnya, maka ia diwajibkan membayar harganya dengan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga terkecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga, seandainya ia berada pada orang kepada siapa ia seharusnya diberikan”;


	-	Pada kenyataannya walaupun Tergugat telah menerima uang Rp. 61.393.500 (bukti P.4 = T.14) tetapi Tergugat memasukkan uang tersebut pada tagihan “Turut Tergugat” sehingga jelas Tergugat beriktikad baik. Tergugat menerima uang yang seharusnya tidak diterima sebagai pembayaran.


	-	Bukti-bukti Tergugat dan turut Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti diajukan oleh Penggugat.


	-	Majelis menganggap bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar kembali uang Rp. 61.393.500 kepada Penggugat ditambah bunga dengan ganti rugi sebesar 2% setiap bulan sejak gugatan diterima Pengadilan Negeri cukup beralasan dan dapat dikabulkan.


		Uang tersebut harus segera diserahkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat meskipun perkara ini diajukan ke tingkat banding/kasasi.


	-	Alasan yuridis tersebut diatas dijadikan dasar bagi majelis untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.


	-	Dalam Rekonpensi: Tergugat menolak gugatan Penggugat karena gugatan tersebut sama dengan gugatan dalam perkara No. 275/85/Pdt/Pengadilan Negeri Bandung.


	-	Dari bukti P-7 diketahui bahwa gugatan Rekonpensi adalah sama dan sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonpensi (P.T. P.T. OBUL) dalam perkara No. 275/85/Pdt/PN Bandung.


	-	Dalam perkara No. 275/85/Pdt/PN Bandung menyatakan gugatan tersebut dapat diterima.  Perkara tersebut diajukan ditingkat Banding sehingga belum mempunyai kekuatan hukum (in kracht van genrijsdezaak).


	-	Untuk menghindari adanya dua putusan yang saling bertentangan antara gugatan Penggugat Rekonpensi dengan perkara No. 275/85/Pdt/PN Bandung, maka gugatan Penggugat Rekonpensi I harus dinyatakan tidak dapat diterima.


	-	Atas dasar pertimbangan juridis tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan sebagai berikut:





	MENGADILI		


	A.  	DALAM KONPENSI:


		EXEPSI: Menolak exepsi Tergugat; 





	DALAM POKOK PERKARA


	-	Mengabulkan gugatan Penggugat 


	-	Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan dalam perkara ini


	-	Menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran sejumlah uang Rp. 61.393.500 (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ganti rugi sebesar 2 (dua) persen setiap bulan sejak gugatan ini didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung


	-	Menyatakan surat pernyataan Penggugat tanggal 19 Desember 1984 tidak mempunyai kekuatan hukum


	-	Menghukum turut Tergugat untuk mentaati putusan tersebut 


	-	Menyatakan uitvoer baar bij voorraad atas keputusan perkara ini sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)


	-	Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya





	B.  	DALAM REKONPENSI:





	-	Menyatakan gugatan Penggugat Inrekonpensi tidak dapat diterima


	-	Menyatakan biaya dalam perkara Inrekonpensi ini diperhitungkan nihil





	PENGADILAN TINGGI


	-	Tergugat P.T. OBUL menolak putusan Pengadilan Negeri yang memenangkan Penggugat, WT Wijono dan menyatakan Banding.  Majelis yang mengadili perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut:


	-	Pertimbangan Hakim pertama dalam eksepsi dianggap Hakim Banding telah tepat dan benar serta dijadikan pertimbangan sendiri.  Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri dalam eksepsinya dapat dikuatkan.


	-	Penggugat mendalilkan karena Tergugat masih mendasarkan tagihan piutangnya kepada Turut Tergugat sebagai pemegang LA No. 84-491 maka Penggugat merasa tidak mempunyai kewajiban memenuhi pembayaran kepada Tergugat.  Penggugat menuntut kembali pembayaran itu dari Tergugat ditambah bunga/ganti rugi 2% setiap bulan karena tidak sesuai dengan pasal 1416 jo 1417 BW.


	-	Pasal 1413 BW menentukan tiga jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang:


		1.	Jika orang yang berutang membuat perikatan baru guna orang yang mengutangkan kepadanya yang menggantikan utang lama yang dihapuskan karenannya.


		2.	Jika seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan seorang berutang lama, oleh yang berpiutang, dibebaskan dari perikatan.


		3.	Akibat persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan si berpiutang lama.  Si berutang dibebaskan dari perikatan si berpiutang lama.


	-	Dengan kata lain jika ada pembaruan utang maka yang berutang lama dibebaskan dari ikatan utang tersebut karena kedudukannya sebagai orang yang berutang sudah diganti oleh orang yang berutang baru.


	-	Dalam perkara ini, terjadi pembaharuan hutang.  Turut Tergugat sebagai orang berutang lama, kedudukannya diganti oleh Penggugat sebagai yang berutang baru.  Maka Turut Tergugat dibebaskan dari utangnya kepada Tergugat.


	-	Tergugat mendasarkan tagihan hutang kepada Turut Tergugat sebagai pemegang LA No. 84-491.  Penggugat mempertanyakan apakah diartikan Turut Tergugat tidak dibebaskan pada Tergugat.


	-	Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat mendasarkan pembayaran tersebut pada LA No. 84-491, berarti membebaskan/mengurangi hutang “Turut Tergugat” pada Tergugat jika hal itu dihubungkan dengan kedudukan “Turut Tergugat” yang semula Dirut P.T. IMS (sudah bubar) lalu bergabung dengan Penggugat dan memegang jabatan sebagai Dirut PT. KRI.


	-	Oleh karenanya menurut Pengalidan Tinggi tidaklah ada apa yang dinamakan Penggugat sebagai onverschuldigde betaaling seperti yang diatur pada pasal 1360 BW.


	-	Semua persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.


	-	Dengan pertimbangan tersebut maka Hakim Banding membatalkan putusan Hakim Pertama.  Sita Jaminan yang telah dilakukan dalam perkara ini dengan demikian harus diangkat.


	-	Pertimbangan dalam Rekonpensi digunakan pula oleh Majelis dalam Gugatan Rekonpensi.


	-	Bukti T dalam Rekonpensi No. 1 yakni gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi yaitu perkara No. 275/85/Pdt/PN. Bandung tanggal 20-7-1986 yang belum berkekuatan hukum tetap pada pokoknya sama dengan gugatan yang diajukan Penggugat dalam Rekonpensi sekarang ini.


	-	Untuk menghindari adanya dua putusan yang saling bertentangan maka gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.


	-	Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pertama dalam gugat Rekonpensi, sudah tepat dan benar serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, sehingga dapat dikuatkan.


	-	Berdasarkan alasan yuridis tersebut, maka Majelis Hakim Banding memberikan putusan sebagai berikut:





	MENGADILI


	-	Menerima permohonan banding tersebut.





	DALAM KONPENSI


	- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Bandung tertanggal 13 September 1986 No. 216/85/Pdt/G/L.21/Bdg. tersebut.





	MENGADILI SENDIRI:


	Dalam Eksepsi


	-	Menolak eksepsi Tergugat/Penggugat dalam Rekopensi sekarang Pembanding.





	DALAM POKOK PERKARA


	-	Menolak gugatan Penggugat/Tergugat dalam Rekonpensi, sekarang Terbanding.


	-	Memerintahkan sisa jaminan di dalam perkara ini ……...


	-	Menghukum Penggugat/Tergugat dalam Rekonpensi, sekarang Terbanding, membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 10,000 (sepuluh ribu rupiah).





	DALAM REKONPENSI


	-	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 13 September 1986 No. 216/85/Pdt/G/L21/Bdg yang dimohon banding tersebut.


	-	Menghukum Pengugat/Tergugat dalam Konpensi, sekarang pembanding.


	-	Membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding adalah nihil.








	MAHKAMAH AGUNG RI





	-	Penggugat, WT Wijono menolak Pengadilan Tinggi dan mohon pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan alasan sebagai berikut:


	-	Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembayaran pada:


		1.	Termohon kasasi ditafsirkan sebagai "Pembaharuan Hutang" seperti diatur pasal 1417 KUH Perdata. Padahal doktrin hukum mensyaratkan persyaratan kreditur, baik dalam pengalihan hutang maupun pengalihan piutang.  Terlebih termohon kasasi telah mengajukan gugatan tersendiri mengenai tagihan hutang terhadap "Turut Tergugat" secara penuh berdasarkan LA No. 84-491. Karenanya, putusan Rekonpensi Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, berarti dianggap tidak pernah ada pembaharuan hutang.


		2.	Status Turut Tergugat Engkus Hidayat, tidak ditafsirkan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perseroan perusahaan pemohon kasasi.


	-	Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi dalam putusannya berpendirian dalam putusan, judexfacti (Pengadilan Tinggi Bandung) salah menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan alasan juridis sebagai berikut:


	-	Pengadilan Tinggi dengan berdasarkan putusannya pada pasal 1413 BW dan berkesimpulan pula telah ada "Pembaharuan Hutang" dengan alasan si berhutang "Turut Tergugat" dibebaskan dari ikatan hutangnya karena kedudukannya digantikan oleh si berhutang baru yaitu Penggugat.


	-	Pendapat Pengadilan Tinggi tersebut adalah tidak benar.  Dalam perkara ini ada perjanjian sewa-menyewa (Lease) perlengkapan (bukti T1) antara tergugat (Lessor) dan "Turut Tergugat" sebagai lease.  Dalam pasal 19 ditentukan bahwa lease tidak berhak menyerahkan atau memindahkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari lessor.


	-	Surat pernyataan dari Penggugat tanggal 19 Desember 1984 yang menyatakan kesediaan Penggugat mengambil alih kredit PT. IMS "Turut Tergugat" tidak pernah dijawab atau tidak disetujui tergugat (lessor).  Dengan keadaan tersebut, dapat dianggap tidak ada persetujuan.  Oleh karenanya tidak membebaskan Turut Tergugat (lessor) dari perikatannya.


	-	Karena pemindahan kredit tidak disetujui oleh Tergugat (lessor) maka uang Rp 61.393.500 yag terlanjur dibayarkan Penggugat pada Tergugat harus dikembalikan kepada Penggugat.


	-	Dengan Pertimbangan ini, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penggugat tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya.


		Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan selanjutnya mengadili sendiri.  Pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pertama dalam gugat Konpensi dinilai tepat dan benar, sehingga dipertahankan untuk memutus perkara ini.


	-	Akhirnya Mahkamah Agung memberi putusan: Mengadili


	-	Mengabulkan permohonan kasasi.


	-	Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung.





	MENGADILI SENDIRI


	Dalam Konpensi


	Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat.





	Dalam Pokok Perkara:


	-	Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.


	-	Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.


	-	Menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran sejumlah uang Rp 61.393.500 (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang tidak diwajibkan kepada Tergugat.


	-	Menghukum Tergugat untuk membayar tunai kepada Penggugat sejumlah uang Rp 61.393.500 (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ganti rugi sebesar 2 (dua) persen setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.


	-	Menyatakan surat pernyataan Penggugat tanggal 19 Desember 1984 tidak mempunyai kekuatan hukum.


	-	Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati keputusan tersebut.


	-	Menolak gugatan Penggugat selebihnya.


	-	Menyatakan gugatan Penggugat Inrekonpensi ini diperhitungkan nihil.





	Dalam Konpensi dan Rekonpensi:


	-	Menghukum termohon kasasi atau tergugat asal membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat Banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).





	CATATAN





	-	Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut:


	-	Telah terjadi hubungan hukum, perjanjian sewa menyewa (lease) perlengkapan mesin antara PT OBUL (lessor) dengan Engkus Hidayat, Dirut PT Indomatex Sempurna (lessee) yang dituangkan dalam leasing agreement (LA) No. 84-491 yang dalam pasal 19 ditentukan bahwa lessee tidak berhak untuk menyerahkan atau memindahkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari lessor.


	-	Pihak ketiga, Wijono, mengirimkan surat disertai "Surat Pernyataan" kepada PT. OBUL (lessor) bahwa Wijono menyatakan kesediaanya kepada lessor untuk mengambil alih kredit atas nama: PT. Indomatex Sempurna (lessee) yang kemudian diikuti Wijono setiap bulan membayar angsurannya kepada lessor hingga akhirnya berjumlah Rp 61.393.500.  Surat pihak ketiga tersebut ternyata tidak pernah dijawab secara tertulis oleh lessor apakah menyetujui atau menolak pemindahan kredit dari lessee (PT. Indomatex Sempurna) kepada pihak ketiga (Wijono) tersebut namun kenyataan pembayaran uang dari Wijono selalu diterima oleh lessor setiap bulannya.


	-	Karena surat dari pihak ketiga (Wijono) tersebut tidak pernah dijawab secara tertulis oleh lessor, hal ini dinilai bahwa lessor tidak menyetujui kredit tersebut dialihkan dari lessee kepada pihak ketiga (Wijono) keadaan yang demikian itu secara juridis dianggap tidak ada persetujuan pengalihan kredit sehingga tidak membebaskan lessee dari perikatannya dengan lessor adalah merupakan pembayaran yang dilakukan tanpa ada suatu kewajiban dan harus dikembalikan oleh lessor kepada pihak ketiga.


	-	Kasus tersebut diatas menurut Mahkamah Agung adalah OVERSCHULDIGDE BETAALING ex pasal 1359 jo 1360 BW dan bukan merupakan pembaharuan hutang (Novasi) ex pasal 1417 BW.








	(Ali Boediarto)











º	Pengadilan Negeri Bandung


	No. 261/1985/Pdt/G/Bdg, tanggal 13 September 1986





º	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 


	No. 78/Pdt/1987/PT.Bdg, tanggal 18 Februari 1986





º	Mahkamah Agung RI


	No. 3021 K/Pdt/1987 tanggal 92 Juni 1994


	Majelis terdiri dari para Hakim Agung RI: H. Firdaus Chairani, SH selaku ketua sidang didampingi Ny. Dora Sangsoko Kartono, SH dan HAM Manrapi, SH serta panitera pengganti Ny. Umi Kaltima A, SH.
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